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MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-16

Merdeka Belajar Episode Ke-16

Akselerasidan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan

1. Lanjutan Program Merdeka Belajar yang dikeluarkan Pemerintah melalui Kemendikbud

2. Merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM)
Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.

3. Sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terdapat 15 episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan

& Kemendagri memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengembangkan Program Merdeka Belajar
episode ke-16 Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan
pemerataan akses layanan Pendidikan *

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri



KEMENTERIAN DALAM NEGERI SI%8

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) fepublicingencsi

Dalam rangka memperkuat
Sumber Daya Manusia
(SDM) Indonesia,
Pemerintah mengeluarkan
berbagai kebijakan

Salah satunya adalah peningkatan
kualitas Pendidikan di Indonesia
melalui Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)

Adalah  program vyang  diusung
Pemerintah untuk membantu sekolah
di Indonesia agar dapat memberikan
pembelajaran dengan lebih optimal.

Beberapa terobosan kebijakan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Penyaluran dana BOS langsung dari 2. satuan biaya yang meningkat dan

rekening kas umum negara ke rekening bervariasi sesuai karakteristik
satuan pendidikan untuk mempercepat daerah untuk menekan kesenjangan
penerimaan dana BOS di satuan daerah

pendidikan

\

3. penggunaan dana BOS yang lebih
fleksibel untuk  meningkatkan
otonomi satuan pendidikan dalam
merencanakan sesuai dengan
kebutuhan

f

€ Bantuan pendidikan berbentuk dana tersebut diberikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar dan dapat digunakan untuk
memenuhi berbagai kegiatan sekolah sepertimenyediakan alat belajar mengajar, membayar gaji guru, mengembangkan

perpustakaan dan lain sebagainya ”

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri
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Kebijakan pemerintah kedepan

diarahkan untuk reformasi Pendidikan

Meningkatkan kualitas SDM
yang utama peningkatan mutu
pendidikan anak usia dini dan
sekolah penggerak;

Melakukan pemerataan sarana
dan prasaranapendidikan;

Melakukan pembenahan
missmatch pendidikan dengan
penguatan pendidikan vokasi,

pengembangan riset terapan yang
tersambung dengan kebutuhan
industri dan masyarakat, serta
program magang serta teaching
industries
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REFORMASI PENDIDIKAN

DanaBantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

Dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan
dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia
dini guna mempersiapkan dan memberikan pembinaan kepada anak dibawah
usia 6 (enam) tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan
lebih lanjut

DanaBantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

BOP Kesetaraan

Dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya
operasional program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah
menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah
atas/madrasah aliyah yang mencakup program paketA, paket B, dan paket C.

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri
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Lanjutan...
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP)
PAUD DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

-—r——————————————— — — — — — — 1
| BOP PA[_JD dan _BOP Pendldlkap Kgsetaraan I Merujuk keberhasilan Akselerasi Penyaluran Langsung Dana BOS, maka
| jalah sering kali terlambat diterima oleh | Kemendikbutristek bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan
: sekolah-sekolah yang ada J| Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan :

Penyaluran dana Penggunaan BOP Peningkatan Nilai

BOP langsung ke lebih fleksibel Satuan BOP

rekening satuan

pendidikan

/¢

P £

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri 5
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Lanjutan ...

1. Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dan Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP), dapat dialokasikan untuk
kebutuhan sekolah seperti penerimaan peserta didik baru,
pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran
dan ekstrakurikuler, pelaksanaan asesmen dan evaluasi
pembelajaran, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru
dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan langganan daya dan
jasa.

2. Kebijakan tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan
efektifitas dan efisiensi dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan
Kesetaraan guna memberikan pendidikan yang baik pada anak
usia dini dalam rangka memiliki kesiapan memasuki pendidikan
lebih lanjut.

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri 6
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LATAR BELAKANG INTEGRASI APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
(ARKAS) DENGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

Kondisi saat ini :
Tantangan Data Indonesia:

' ' « Terdapat banyak aplikasi penghasil
aill data yang belum dikelola secara
i | terintegrasi
I « Beragamnya referensi dan standar data
Standar Dan Tata Kelola Sistem Penghasil Data Antar  « Metodologi tata kelola data yang belum
Data Yang Beragam Instansi Tidak Terintegrasi terstandarkan

Kita tidak mau mengulang-ulang lagi tradisi-tradisi lama
dimana perencanaan dan penganggaan banyak dan ada
yang tidak sambung, tidak sinkron... Dan ini saya tekankan,
hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan perencanaan
betul-betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi antar
sektor, antar wilayah, antar pusat dan daerah, dan tidak ada
lagi yang namanyaego sektoral.”

( Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Kabinet tentang Rancangan Inpres
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional di Kantor
Presiden, 13 April 2016) il

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @
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TUJUAN PENGINTEGRASIAN kol g
APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS) DENGAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

' Mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pengendalian pembangunan nasional sebagaimana amanat Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (ditetapkan 12

Juni 2019)

Memperhatikan Peraturan Mengeri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah
Daerah (ditetapkan 30 April 2020) , maka Integrasi SIPD dan ARKAS juga
bertuan untuk mewujudkan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
(Dana BOS) yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel oleh Satuan
Pendidikan pada pemerintah daerah, yang dilakukan melalui pengintegrasian
sistem informasi pengelolaan dana BOS antara Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Tekonlogi dengan Kementerian Dalam Negeri.

v

ARKAS

Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri
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SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN epunenese

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor 907/6479/SJ dan No. 7 Tahun 2021

TENTANG PENGINTEGRASIAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(Tanggal 18 November 2021)

Point Penting:

SALINAN

« Dilakukan pengintegrasian sistem pengelolaan dana BOS melalui
W SIPD dengan ARKAS

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

* Pemerintah daerah agar:

a. Mendorong seluruh Satdik untuk menerapkan penganggaran,
penatausahaan, dan pelaporan penggunaan Dana BOS Tahun
Anggaran 2021 melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (ARKAS) vyang diselenggarakan oleh
Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(SIPD) yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri

I PENGELOLAAN
. SEKOLAH

b. Pengelolaan dana BOS hanya diperkenankan menggunakan
ARKAS - untuk satuan pendidikan dan Manajemen Aplikasi

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS) - untuk
e Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan
nan Nasona/ Kl Bada Perencanaan urusan pendidikan.

c. Kepala daerah melalui OPD yang menyelenggarakan urusan
pendidikan wajib melalukan pendampingan, pengawasan, dan
pembinaan kepada Satdik di daerah masing-masing

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri 9
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PERPRES NONMOR 39 TAHUN 2019 Republik Indonesia
TENTANG SATU DATA INDONESIA

(DITETAPKAN 12 JUNI 2019)

& : :
X Point Penting:

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

 Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur
penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi
Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.35 -

s s o i denga « Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, enempatannya dalam Lembaran Negara Republik
pelaksanaan,  evaluasi, dan  pengendalian Tn uan-]:m, Y ® . . .
smbal N ) id:
— e — e . a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi
dipertanggungjawabkan, mudah  diakses, dan Ditetapkan di Jakarta

dbsgbusatien, wra Shdols sears s, P tanggl 12,00 2019 Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

b. bahwa untuk memperolch Data yang akurat, k | | D
mutakhir, terpadu, dapat dipertonggungiawabkan, ud. e O a a-ta
mudsh  diakscs, dan  dibagipakaikan, diperlukan
perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh JOKO WIDODO

prreinat el pyenggraan Saw Daa | b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu,

e o e a8 o vk Akt v dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan

d. bahwa berdasackan pertimbanpan  sebagaimana {PUBLIK INDONESIA, - . - . .
PR TR S dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah
menetapkan Peraturan Presiden tentang Satu Data -

Indonesia;
[ASONNA H. LAOLY

c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 112
Mengingat .

s roconis & d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-

AN SEKRETARIAT NEGARA
rePUBLIK INDONESIA

g g ek undangan.

ndang-undangan,

 Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyediakan akses Data
kepada Pengguna Data

SK No 007001 A

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri 10
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PERMENDAGRI NO. 24 TAHUN 2020 Republk indonesla

TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA PEMERINTAH DAERAH
(DITETAPKAN 30 APRIL 2020)

Point Penting:

BERITA NEGARA ° H H
e T Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan
e pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan
PER-\TL‘RANMENTEE};:;L;:A:’EE‘:JF;\T{L(}:ZE:UBLIKINDONESL-\ r setiap orang menge?ah\.Jinya‘ memerintahkan dasar’ Satuan pe ndidikan khuS us dan Satuan pendidikan me ne ngah
NP T— b N el s, yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
 Pengelolaan Dana BOS meliputi perencanaan dan penganggaran
e Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS,
Sebing S pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan
pengawasan Dana BOS.
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN « RKAS Dana BOS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
e yang berisi program dan kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana
| BOS.
T A— « RKAS Dana BOS memuat:

s
Mengingat : 1. Pasal 17 ilA,

a. penerimaan dan belanja;

b. komponen penggunaan Dana BOS dalam program dan kegiatan
pada Strandar Nasional Pendidikan;

c. standar satuan harga; dan

d. rencana penarikan Dana BOS setiap tahapan.

11
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PENGINTEGRASIAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA BOS

1. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri dan

Mendikburistek Nomor 907/6479/SJ dan No. 7 Tahun
2021 tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan
Dana BOS, Kemendikbudristek dan Kementerian Dalam
Negeri Kemendagri Meresmikan Aplikasi Rencana Kegiatan
dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sebagai aplikasi tunggal
pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan dasar dan
menengah

. Terlalu banyak aplikasi yang belum dikelola secara
terintegrasi menyebabkan beragamnya referensi dan data
yang ada, sehingga diperlukannya pengintegrasian sistem
yang ada khususnya pada pengelolaan dana BOS.

Tujuan pengintegrasian SIPD dan ARKAS juga
selaras dengan mewujudkan keterpaduan
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pengendalian pembangunan nasional sebagaimana
amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia (ditetapkan 12 Juni 2019).
Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah
Daerah, maka integrasi SIPD dan ARKAS juga
bertujuan untuk mewujudkan 7 pengelolaan Dana
Bantan Operasional Sekolah (Dana BOS) yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel oleh Satuan
Pendidikan pada Pemerintah Daerah

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri
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APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS)

Tujuan ARKAS .

Untuk mengukur
pembelanjaan dana
BOS di sekolah terkait

8 Standar Nasional
Pendidikan (SNP).

Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah merupakan sistem informasi yang
memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk mengfasilitasi
penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan serta pertanggungjawaban
dana bantuan operasional sekolah di satuan
pendidikan dasar dan menengah secara
nasional.

Menjamin tercapainya e —
penggunaan sumber dana .
secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan

berkesinambungan.

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri 13
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REKAPITULASI PROGRES ARKAS

No Tahapan Jumlah Sekolah Persen
1  Sekolah Registrasi 129.927 58,61
2  Sekolah Mengisi Kertas Kerja 104.362 47,08

Sekolah Membuat RKAS dan
3 Disahkan 100.286 45,24
4  Sekolah Membuat BKU (Realisasi) 87.492 39,47

Total 221.686

Sumber: Ditjen Bina Bangda, 2022

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri 14
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REKAPITULASI PROGRES ARKAS teputkindencel
PER JENJANG

mmm Kertas Kerja _Persen | _RKAS | Persen | _BKU | Persen

149.412 88.222 59,05~ 72.558 4856 = 69.944 4681 " 62.680 41,95
2 SMP 41.504 24.288 58,52 19.367 46,66 18.726 4512 °  16.267 39,19
3 SMA 14.056 7.912 56,29 5.976 42,52 " 5.783 41,14~ 4.442 31,60
4 SMK 14.463 8.228 56,89 5.580 38,58 5.013 34,66 3.468 23,98
5 SLB 2.251 1.277 56,73 ' 881 39,14 ~ 820 36,43 635 28,21

Total 221.686 129.927 5861 104362 47,08  100.286 = 45,24 87.492 39,47

Sumber: Ditjen Bina Bangda, 2022

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri 15
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SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (DITETAPKAN PADA 30 SEPTEMBER 2014)
PERMENDAGRINO 70 TAHUN 2019 TENTANG SIPD (DITETAPKAN PADA 25 SEPTEMBER 2019)

Terdapat 3 informasi Pemerintah Daerah

Informasi Informasi Informasi Pemerintahan
Pembangunan Daerah Keuangan Daerah Daerah lainnya
- Data perencanaan pembangunan « Informasi prencanaan anggaran daerah _
daerah « Informasi pelaksanaan dan penatausahaan ) Informas! LPPD
« Analisisdan profil pembangunan daerah keuangan daerah ) Informas! EPPD
« Informasi Perencanaan pembangunan « Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah * Informasi Perda
daerah « Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan * Laporan Binwas
+ Dst. keuangan daerah
« Informasi barang milik daerah
 Informasi keuangan daerah lainnya
N J

Layanan informasi pemerintahan daerah diakses melalui situs jaringan resmi Kemendagri

(sipd.kemendagri.go.id)

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri 16
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SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH

INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH LAINNYA

DASHBOARD

DATA KEUANGAN DAERAH DASHBOARD
BANGDA DATA PEMERINTAHAN LAINNYA

DASHBOARD
DATA PEMBANGUNAN DAERAH
BANGDA

adi
ISVSINOWMINIS
adid
ISYSINOMMNIS
ISYNIVA3
TISYH

SINKRONISASI
DATA
SINKRONISASI
DATA
EVALUASI
DATA

RKPD |-
1+

| RENJA |
- SKPD b

a

USULAN
RESES,POK USULAN USULAN
! HIBAH DAN MUSRENBANG
COK PIKIRAN )( pesA )(BANKEU )( BANSOS )( )

REALISASI
APBD
MONEV
REALISASI
PEMBANGUNAN
RANCANGAN
PERDA

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri 17
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BOP KESETARAAN DALAM KEPMENDAGRI NO. 050-5889 TAHUN 2021
(27 DESEMBER 2021)

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

e 10102 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
e 1 0102 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

e 10102 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
e 1 0102 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

e 1 0102 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
e 1 0102 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan

e 10102 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
e 1 0102 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

e 10102 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
e 1 0102 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

e 10102 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
e 10102 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pendidikan Khusus
e 10102 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
e 1 0102 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri @kemendagri 18
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EKOSISTEM SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)

Sistem Infomasi
Pembangunan
Daerah

Sistem Infomasi Sistem Infomasi

Keuangan Daerah/ | pemerintah Daerah
Lainnya
Salah satu nya

mengakomodir _
Pengelolaan
Keuangan
Dana-Dana di luar
RKUD

Sistem Pengelolaan

/ PELAPORAN
Dana BOS PENGANGGARAN PENAT:Fl)JBSSHAAN KEUANGAN DAN

ASET BMD

(SIPD modul BOS) APBD

/
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SISTEM PENGELOLAAN DANA BOS PADA APBD Republik Indonesi

KEMENDIKBUDRISTEK (ARKAS/MARKAS) KEMENDAGRI (SIPD modul Bos)

SSH Permda 1€ SsH Pemda} PENGANGGARAN APBD
PENGANGGARAN Subkegiatan pada
SEKOLAH Penganggaran APBD, —> | RKA-SKPD h
sesuai Kepemendagri
|9 - 050-3708 thn 2020 DPA-SKPD

RKAS SATDIK

PENGANGGARAN

PENCATATAN ASET BMD

BKU & Buku Pembant I
RKAS sesuai SSH/SBU Pemda LRA
RKAS terkoneksi dengan Dapodik utk | |
mementukan Pagu Dana BOS SP2T |% LO
* RKAS terkoneksi dengan Rapor Mutu | >
sehingga SNP tepat sasaran g SPB-HIBAH < I N LPE
RKAS sesuai dengan Juknis (o —> a
Penggunaan dana BOS < b SP2H | <Z( I
E LZD = CALK
\% SPTIM <
% a E Iﬁ NERACA
= < \% SP2B ¥ =
< %2 <Zf. 2 MUTASI PERSEDIAAN
% 3 b SPB — & L
& E \% BA REKONSILIASI & BUKU K18
i LAP BOSK7A (PENGGUNAAN w o (ASET BMD)
Q. DANA BOS PER TAHAP) ~ Q. b BA PENUTUPAN KAS o

STOK OPNAME PERSEDIAAN
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KEBIJAKAN TERKAIT PENGELOLAAN DANA BOS

1. Perlu Adanya Komitmen dari Semua Kepala daerah Kabupaten / Kota (514 Kab./Kota) dalam mensukseskan Kebijakan 1

Desa 1 PAUD, dengan :

a. Melakukan Percepatan Penerapan SPM Bidang Pendidikan yang menjadi Wewenang PEMDA Kab./Kota : Pendidikan
PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan.

b. Segera Membentuk Tim Penerapan SPM di daerah Kabupaten/Kota (514 Kab./Kota)

c. Pemerintah Daerah Kab./Kota Bersegera Melaksanakan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang menjadi Wewenangnya, dengan
target 100% anak usia sekolah di daerahnya wajib mendapatkan pelayanan Pendidikan (Permendagri No 100 Tahun
2018), dengan mutu minimal yang telah ditetapkan dalam SPM Bidang Pendidikan (Permendikbub No 32 Tahun 2018)

d. Mengalokasikan APBD nya untuk menerapkan SPM Pendidikan PAUD

2. Perlu adanya kerjasama stakeholder antar PEMDA dan antar DESA untuk memberikan akses Pendidikan PAUD seluas-
luasnya bagi Anak Usia Dini.
3. Pada Gubernur segera mengeluarkan Surat Edaran Kepada Seluruh Bupati dan Walikota Untuk Mensukseskan Program 1

Desa 1 PAUD.

4. Perlu Memberikan Ruang Kepada Bunda PAUD dan Tim Penggerak PKK di Daerah untuk terlibat Aktif dalam membantu
mensukseskan Program 1 desa 1 PAUD

5. Perlu Kampanye dan Sosialisasi Secara Berkelanjutan Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Usia Dini, dengan Menyediakan
sekolah 1 Desa 1 PAUD

6. Alokasi Anggaran untuk mendukung suksesi 1 Desa 1 PAUD pada APBD Kabupaten / Kota
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Manfaat Integrasi SIPD - ARKAS/MARKAS

Pemerintah Daerah tidak perlu menginput Ulang RKAS dan RKA —Dinas pada SIPD.
Mempercepat proses penyusunan RKA dan DPA Dinas.

Meminimalisir kesalahan dalam penginputan.

Mempermudah akses sekolah pada referensi yang dibutuhkan (nomenklatur
program/keg/subkeg/akun dan standar harga)

Tidak perlu mengintegrasikan RKAS dan RKA Dinas ke banyak platform cukup pada
MARKAS

Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Satuan Pendidikan
berbasis Teknologi Informasi

Tersinkronnya Laporan Realisasi Anggaran Dana BOS dengan Laporan Penggunaan
Dana BOS per Tahap sebagai syarat penyaluran Tahap berikutnya.
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DUKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
ATENSI KEPADA PEMERINTAH DAERAH

1. Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk menyediakan payung regulasi terkait pengelolaan
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran

Sekolah (ARKAS)

2. Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung pengintegrasian Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah (ARKAS) dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

3. Pemerintah Daerah agar melakukan percepatan penetapan dan pengusulan rekening satuan pendidikan
dalam penyaluran Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan.

4. Pemerintah Daerah agar memfasilitasi dinas pendidikan baik provinsi/kabupaten/kota sesuali
kewenangan perlu melakukan sosialisasi didaerahnya masing-masing untuk memahami pengembangan
sistem ARKAS yang akan dikelola oleh satuan pendidikan dalam mendukung pengelolaan dana BOS /BOP
oleh sekolah

5. Pemerintah Daerah agar mendorong seluruh Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Daerah
untuk menerapkan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan Dana BOS.

6. Pemerintah Daerah agar segera memastikan dan menetapkan kebijakan di daerah sebagai tindaklanjut
dari implementasi ARKAS

7. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
sistem ARKAS yang mendukung dalam pelaksanaan dana BOS yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan
agar tercapai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana BOS dimaksud
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PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH
L PEMERINTAH J
]
v l

Permnb: p PASAL 8 ayat (3)
cmbinaan , { cngawasarl J BINWAS Secara Nas.
dikoordinasikan Mendagri
T
[ Binwas Umum Binwas Teknis J
I Provinsi J—‘
GWPP. Binwas umum & Gubernur sbg Kepala PASAL 379 ayat (2)
teknis (Pasal 378 ayat (1) Daerah (Pasal 379 ayat BINWAS dibantu
UU 23/2014) (1) UU 23/2014) Inspektorat Provinsi
<t < =
| Kab /Kota | 1 PD Provinsi |

*Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Ditetapkan 30 September 2014)
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UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (DITETAPKAN 30 SEPTEMBER 2014)

ABSOLUT ‘

Sepenuhnya Menjadi
Kewenangan Pemerintah
Pusat

6 Urusan

e Politik luar negeri
Pertahanan
Keamanan

Yustisi

Moneter dan fiskal
nasional

e Agama

Pemerintah Pusat:

e Melaksanakan sendiri

e Melimpahkan kpd Instansi
Vertikal di Daerah atau
gubernur sebagai wakil
Pemerintah

KONKUREN ‘

Dibagi Antara
Pemerintah Pusat &
provinsi & kab/Kkota.

6 Urusan
Pemerintahan Wajib
Pelayanan Dasar

18 Urusan
Pemerintahan Wajib
Non Pelayanan Dasar

8 Urusan
Pemerintahan Pilihan.

@Www.kemendagri.go.id ﬁKemendagri_Rl ,kemendagri

‘ PEMERINTAHAN UMUM

Kewenangan Presiden
Sebagai Kepala Pemerintahan

Meliputi:

e Pembinaan wawasan kebangsaan &
ketahanan nasional

e Pembinaan persatuan dan kesatuan
bangsa

e Pembinaan kerukunan antarsuku &
intrasuku, umatberagama, ras, dan
golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas kemanan lokal, regional, dan
nasional

 Konflik sosial

e Koordinasi pelaksanaan tugas

e Pengembangan kehidupan demokrasi

 Pelaksanaan semua Urusan

pemerintahan yg bukan merupakan
kewenangan Daerah
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Wajib Pelayanan Dasar Wajib Non Pelayanan Dasar

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
KEWENANGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (DITETAPKAN30 SEPTEMBER 2014)

4.

6 URUSAN:
1.
2.
3.

Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan umum
dan penataan ruang
Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman

. Ketenteraman,

Ketertiban Umum,
dan Pelindungan
Masyarakat

Sosial
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18 Urusan:

Tenaga kerja

Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak

Pangan

Pertanahan

Lingkungan hidup

Adminduk dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan KB
Perhubungan

. Komunikasi & Informatika

. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
. Penanaman modal

. Kepemudaan dan Olah Raga

. Statistik

. Persandian

. Kebudayaan

. Perpustakaan

. Kearsipan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Republik Indonesia

8 URUSAN:

NN WN R

Kelautan dan perikanan
Pariwisata

Pertanian

Kehutanan

Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan

Perindustrian; dan
Transmigrasi.

« TV

A whpE

Perencanaan

Keuangan

Kepegawaian serta Diklat
Penelitian dan pengembangan
Fungsi lain sesuai  dengan
ketentuan PUUan.

@ kemendagri
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- LAMPIRAN | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (DITETAPKAN 30 SEPTEMBER 2014)

1. MANAJEMEN pengelolaan pendidikan menengah
PENDIDIKAN dan pengelolaan pendidikan kKhusus

2. KURIKULUM penetapan kurikulum muatan lokal
pendidikan menengah dan muatan lokal
pendidikan khusus

3. AKREDITASI
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Lanjutan... KEMENTERIAN DALAM NEGER! B
LAMPIRAN | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (DITETAPKAN 30 SEPTEMBER 2014)

SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI

4. PENDIDIK DAN a. pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik dan tenaga
TENAGA pemindahan pendidk, dan Kkependidikan lintas daerah kab/kota
KEPENDIDIKAN pengembangan karier pendidik dalam 1 daerah provinsi

b. pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan lintas daerah provinsi

5.PERIZINAN a. penerbitan izin perguruan tinggi a. penerbitan izin = pendidikan
PENDIDIKAN swasta yang diselenggarakan oleh menengah yang diselenggarakan
masyarakat oleh masyarakat

b. penerbitan izin penyelenggaraan b. penerbitan izin = pendidikan
satuan pendidikan asing khusus yang diselenggarakan
oleh masyarakat

SRV WO RARYN LSS pembinaan bahasa  dan  sastra pembinaan bahasa dan sastra yg
indonesia penuturnya lintas daerah kab/kota
dalam 1 daerah provinsi
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ARAH DAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI

4 "\ | PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memberikan ruang
Peraturan Pemerintah No. 38 | scluas-luasnya kepada daerah untuk berinovasi dengan
Tahun 2017 Tentang Inovasi | memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah. Pemerintah
Daerah Daerah sebagai lokomotif inovasi memiliki beban dan tanggung jawab
(ditetapkan pada 14 September 2017) dalam mengkonsolidasi dan menggerakkan berbagai stakeholder

_/ | untuk terlibat/ambil bagian dalam inovasi untuk memajukan daerah

Penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat
Penggunaan teknologi pusat hingga daerah (Provinsi, Kabupaten,

Q\> informasi dan komunikasi | | Desa/Kelurahan), diwajibkan mengintegrasikan

dalam pemerintahan untuk | fteknologi informasi dan komunikasi dalam semua
kepentingan pelayanan

publik

lini system pelayanannya. Pelayanan secara digital
menjadi solusi tepat guna dalam menghadirkan
pelayanan publik yang berkualitas.
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INOVASI PEMERINTAH DALAM SISTEM DIGITAL
PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

(ditetapkan pada 25 September 2019)

« Suatu sistem yang digunakan untuk
pengelolaan Informasi pembangunan
daerah, informasi keuangan daerah, dan
informasi Pemerintahan Daerah lainnya
yang saling terhubung untuk dimanfaatkan
dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah. (Pasal 1)

« Data berbasis elektronik/
e-database adalah aplikasi yang
mendokumentasikan serta

mengadministrasikan data dan informasi
kondisi daerah berbasis daring.
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